
Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
' Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

ten tang 
dalam 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis 
Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Instansi Daerah Wajib 
melaksanakan Analisis Beban Kerja; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Temanggung tentang Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMANGGUNG, 

Mengingat 

Menimbang 

ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR t) TAHUN 2020 

TENT ANG 

BUPATI TEMANGGUNG 

,' 



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22) Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 
1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5121); 

5. Peraturan Pemerintah, Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 68); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2019 Nomor 29); 

10.Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2016 
tetang Staf Ahli Bupati Temanggung (Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 61); 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Temanggung. 
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 

Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas dalam suatu jabatan 
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

8. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara 
sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan 
efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja; 

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu. 

10. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan 
tugas pokok dan fungsi keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai 
tujuan organisasi. 

11. Nomenklatur Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas 
penamaan jabatan dibawah eselon terendah Organisasi Perangkat Daerah. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan 

11.Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018 
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten 
Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2018 Nomor 40); 



Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal ' ...... aoao 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG, 

~-1 
HARY AGUNG PRABOWO 

M. AL KHADZIQ 

Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal 9 X..t 201) 

BUPATI TEMANGGUNG, 
l 

NOMORtJ BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUNIOfD 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Temanggung. 

J 

BAB III 
ANALISIS BEBAN KERJA 

Pasal 3 

(1) Analisis Beban Kerja, terdiri dari : 
a. norma waktu; 
b. volume kerja (variabel tidak tetap); dan 
c. jam kerja efektif. 

'('.2) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam 
lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : 
a. menyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan 

beban kerja organisasi; dan 
b. nielaksanakan mutasi pegawai dari unit yan~- berlebihan ke unit yang 

kekurangan pegawai. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengukur dan 
menghitung beban kerja setiap jabatan/unit kerja dalam rangka efisiensi 
dan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi 
yang profesional, transparan, proporsional dan rasional. 


